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ABSTRAK 

 

Penjaminan kredit konstruksi adalah bentuk penjaminan yang diberikan kepada 

Terjamin untuk mendukung modal kerja usaha jasa konstruksi serta pengadaan 

barang/jasa sesuai kontrak dengan bowheer (pemilik proyek). Dana yang digunakan 

untuk mengembalikan kredit ini bisa berasal dari APBN, APBD, BUMN, atau 

sumber swasta nasional. Hal ini memberikan kepastian bagi penerima jaminan 

bahwa kewajiban finansial terjamin akan dipenuhi sesuai kesepakatan. Berdasarkan 

UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, lembaga penjamin meliputi 

perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, serta perusahaan 

penjaminan ulang dan syariah. penjaminan berfungsi sebagai alat transfer risiko, di 

mana penjamin menjamin pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada 

penerima jaminan, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian kepada pihak 

yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang fokus 

pada analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur 

terkait. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi eksistensi perusahaan penjaminan 

dalam konteks kredit konstruksi, berdasarkan Undang-Undang Penjaminan (UU 

No. 1 Tahun 2016) yang berlaku di Indonesia. Proses pengadaan pekerjaan jasa 

konstruksi melibatkan tahapan perencanaan hingga penyelesaian proyek, dengan 

kepatuhan pada prosedur yang diatur oleh Pasal 38 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. 

Penjaminan dilakukan melalui perjanjian surety bond yang melibatkan berbagai 

pihak untuk melindungi dari risiko kegagalan proyek. Namun, terdapat tantangan 

seperti ketidakcocokan nilai objek jaminan dengan jumlah kredit dan kekosongan 

hukum dalam metode penjaminan, yang dapat menghambat pelaksanaan dan 

penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang lebih 

baik sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran proses. 
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